
 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pembangunan nasional dapat dilihat sebagai upaya bangsa yang dilaksanakan oleh 

pemerintah bersama-sama dengan masyarakat secara berencana, bertahap dan 

berkelanjutan dalam mengelola seluruh potensi sumber daya nasional. 

Pengelolaan potensi sumber daya nasional tersebut mencangkup sumber daya 

alam, potensi sumber daya manusia dan potensi sumber daya buatan yang 

bertujuan untuk kemakmuran masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Dasar 

1945. Pembangunan nasional itu dapat dikualifikasi sebagai upaya bangsa 

Indonesia untuk memberdayakan potensi ideologi, politik, ekonomi, sosial 

budaya, hukum, pertahanan dan keamanan dalam mencapai sinergisitas dan 

harmoni kedaulatan rakyat. 

 

Pelaksanaan pembangunan didalamnya terdapat banyak factor penghambat salah 

satu faktor penghambat proses pembangunan yang sangat mempengaruhi 

perekonomian dan keuangan negara ialah tindak pidana korupsi. Di berbagai 

belahan dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya, korupsi selalu 

mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. 

Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh 
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tindak pidana korupsi tersebut. Dampak yang ditimbulkan dapat berpengaruh 

dalam berbagi bidang kehidupan. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita 

bangsa menuju masyarakat adil dan makmur.
1
 

 

Tidak ada satu bangsa yang terbebas dari korupsi maka pencegahan korupsi 

hendaknya memang dilakukan oleh negara-negara di dunia secara seksama dan 

terus menerus. Korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki 

kekuasaan dalam suatu jabatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan. 

Korupsi adalah senjata utama kejahatan yang terorganisir untuk memantapkan 

kekuasaan dan kebebasan untuk berbuat.
2
 

 

Upaya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi salah satunya adalah 

dengan melakukan proses penyelidikan yang merupakan tahap persiapan atau 

permulaan. Untuk itu dalam membantu proses penyelidikan maka dibangun badan 

intelijen di setiap negara. Pengertian Intelijen atau Intelligence berarti juga seni 

mencari, mengumpulkan dan mengolah informasi strategis yang diperlukan 

Negara. Tentang definisi ini intelijen juga mencakup orang-orang yang berada di 

dalamorganisasi intelijen termasuk sistem operasi dan analisanya. 

 

Teknik, mekanisme kerja, sistem analisa dan produk yang dihasilkan organisasi 

intelijen dimana pun di dunia adalah sejenis yaitu berupa hasil olah analisa 

berdasarkan data yang akurat dan tepat serta disampaikan secepat mungkin 

kepada para pengambil keputusan dalam sebuah negara. Tidak ada yang misterius, 

aneh atau pun luar biasa dalam organisasi intelijen. Secara historis dan alamiah, 
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organisasi intelijen memiliki ciri tertentu yang telah diketahui masyarakat luas, 

yaitu prinsip kerahasiaan. Ciri utama inilah yang kemudian menimbulkan tanda 

tanya bagi masyarakat. Selanjutnya timbul pula praduga-praduga yang belum 

tentu benar sehingga mitologi intelijen menjadi semakin kabur dalam bayang-

bayang cerita atau kisah nyata, cerita fiksi dan fakta terjadinya peristiwa yang sulit 

diungkapkan secara transparan kepada khalayak. 

 

Fungsi intelejen juga dapat digunakan untuk menjaga dan mempertahankan 

kepentingan-kepentingan nasionalnya terhadap paksaan atau intervensi dari 

negara lain, serta ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) yang 

datang baik dari dalam negara maupun intervensi dari Negara lain.
3
 

 

Arti pentingnya kegiatan intelijen dalam hal ini salah satunya oleh Intelijen 

Yustisial Kejaksaan yaitu melalui kegiatan penyelidikan untuk dapat 

mengantisipasi, mengindentifikasi, mendeteksi dan memecahkan berbagai 

masalah yang menghadang bangsa. Intelijen juga selalu dihadapkan dengan 

masalah yang serba rahasia, samar-samar atau penuh teka-teki. Intelijen selalu 

bekerja dengan penuh rahasia sehingga intelijen sering disebut dinas rahasia, 

dimana intelijen harus mampu memecahkan masalah yang penuh rahasia dan 

secara rahasia dengan segala resikonya. 

 

Tugas Intelijen Yustisial Kejaksaan bukanlah pekerjan mudah. Selain dituntut 

menguasai fungsi penegakan hukum, yakni bidang pidana, perdata dan tata usaha 

negara, juga harus memahami bidang ketertiban dan ketentraman umum. Konsep 

ini menjelaskan, peran Intelijen Yustisial Kejaksaan adalah sebagai sarana deteksi 
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dini dan peringatan dini bagi organisasi Kejaksaan pada umumnya dan bagi 

pimpinan Kejaksan dalam membuat suatu perencanaan, kebijakan atau untuk 

membuat keputusan. Secara strategis, Intelijen Yustisial Kejaksaan adalah 

intelijen sipil yang bergerak di dalam negeri dan bertugas mencari informasi untuk 

digunakan oleh pimpinan dan merupakan intelijen yang menjalankan fungsi 

penegakan hukum. Selain itu, Intelijen Yustisial Kejaksaan termasuk intelijen 

taktis yang positif bukan yang agresif.  

 

Perihal melaksanakan kegiatan penyelidikan secara maksimal, maka Intelijen 

Yustisial Kejaksaan melalui seksi intelijen yang bertugas melakukan mata rantai 

penyelidikan yaitu sejak dari perencanaan, kegiatan pengumpulan, kegiatan 

pengolahan hingga kegiatan penggunaan data. Dalam hal ini mengumpulkan dan 

mengelola data serta fakta mengenai terdapat adanya dugaan perkara tindak 

pidana korupsi. Apabila timbul dugaan telah terjadi suatu peristiwa yang diduga 

sebagai tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi maka aparat Intelijen 

Yustisial Kejaksaan melakukan operasi strategis Intelijen Yustisial dengan 

aksesibilitas penyelidikan yang bersifat rahasia untuk mendapatkan cukup fakta 

dan alat bukti demi terang perkara guna ditingkatkan proses hukumnya menjadi 

penyidikan. 

 

Sehubungan dengan fakta-fakta di atas, maka penulis merasa perlu untuk 

melakukan penelitian yang terkait dengan peranan strategis Intelijen Yustisial 

dalam rangka penyelidikan mengungkap dugaan tindak pidana korupsi, dan 

menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : “Upaya Strategis Intelijen 
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Yustisial Kejaksaan Dalam Proses Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi 

(Studi Pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang)” 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

 

1. Permasalahan 

Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagaimanakah upaya strategis Intelijen Yustisial Kejaksaan Negeri Bandar 

Lampung dalam rangka penyelidikan mengungkap dugaan tindak pidana 

korupsi? 

b. Apakah faktor-faktor yang menjadi hambatan Intelijen Yustisial Kejaksaan 

Negeri Bandar Lampung dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi? 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah bagian dari kajian 

Hukum Pidana. Sedangkan  lingkup pembahasan dalam penelitian ini hanya 

terbatas upaya strategis Intelijen Yustisial Kejaksaan Negeri Bandar Lampung 

dalam rangka penyelidikan mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dan 

hambatan Intelijen Yustisial Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam 

pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi. 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Setiap kegiatan penelitian pastilah mempunyai tujuan, dimana tujuan-tujuan yang 

hendak dipakai penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui : 
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a. Upaya strategis Intelijen Yustisial Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam 

rangka penyelidikan mengungkap dugaan tindak pidana korupsi. 

b. Faktor-faktor yang menghambat Intelijen Yustisial Kejaksaan Negeri Bandar 

Lampung dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu: 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana mengenai upaya 

strategis Intelijen Yustisial Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam rangka 

penyelidikan mengungkap dugaan tindak pidana korupsi.  

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada 

Praktisi Hukum dan masyarakat khususnya mengenai kajian hambatan 

Intelijen Yustisial Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam pengungkapan 

dugaan tindak pidana korupsi. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

 

Hukum merupakan suatu kebutuhan masyarakat sehingga ia bekerja dengan cara 

memberikan petunjuk tingkah laku kepada manusia dalam memenuhi 

kebutuhannya. Ia merupakan pencerminan kehendak manusia tentang bagaimana 

seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Arah dan 
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pembinaan hukum secara garis besar meliputi pencapaian suatu masyarakat yang 

tertib dan damai, mewujudkan keadilan, serta untuk mendatangkan kemakmuran 

dan kebahagian atau kesejahteraan. 

 

Intelejen berasal dari bahasa Inggris yaitu intelligence, intelligent. Dalam Kamus 

Inggris Indonesia intelligent berarti cerdas, pandai sedangkan intelligence berarti 

kecerdasan, inteligensi, Teori dasar intelijen sudah diperkenalkan di Cina sekitar 

tahun 500 SM oleh Sun Tzu, sebagaimana ditulis oleh We Chow How antara lain: 

Siapa yang memahami diri sendiri dan diri lawan secara mendalam, berada di 

jalan kemenangan pada semua pertempuran. Siapa yang memahami diri sendiri, 

tetapi tidak memahami lawannya, hanya berpeluang sama besarnya untuk hancur 

dalam semua pertempuran, kenali musuh anda  menang (dengan lawannya). Siapa 

yang tidak memahami dirinya sendiri maupun lawannya, berada di jalan untuk 

kenali diri anda dan kemenangan anda tidak terancam. Kenali lapangan, kenali 

cuaca dan kemenangan anda akan lengkap. Saya akan mermalkan pihak mana 

pihak mana yang menang dan pihak mana yang kalah.  menilai sesuatu, ada tiga 

factor yang harus dianalisis, yaitu faktor diri, faktor musuh, dan faktor 

lingkungan.
4
 

 

Intelijen (intelligence) merupakan kegiatan yang berkaitan dengan hal rahasia 

(telik sandi). Menurut Encarta World Dictionary menyebutkan tiga pengertian 

intelijen yaitu : 

1) Informasi mengenai rencana atau tindakan rahasia terutama yang berkenan 

dengan pemerintah atau militer asing, bisnis lawan atau pelaku kejahatan; 

                                                 
4
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2) Kegiatan mengumpulkan informasi rahasia tersebut dan mempergunakannya; 

3) Organisasi yang mengumpulkan informasi rahasia mengenai rencana atau 

tindakan yang dilakukan oleh pihak musuh atau calon musuh.
5
 

 

Intelijen Yustisial Kejaksaan adalah intelijen sipil yang bergerak di dalam negeri 

dan bertugas mencari informasi untuk digunakan oleh pimpinan dan merupakan 

intelijen yang menjalankan fungsi penegakan hukum. Selain itu, Intelijen 

Yustisial Kejaksaan termasuk intelijen taktis yang positif bukan yang agresif. 

 

Sebagai salah satu komponen penegak hukum, Kejaksaan RI mempunyai peran 

penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Dalam upaya menjaga tegaknya 

hukum, kejaksaan mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan 

instansi yang lain yaitu adanya wewenang untuk mengajukan tuntutan ke 

pengadilan. Dalam rangka menunjang dan memberikan landasan hukum dalam 

melaksanakan tugasnya, Pemerintah kemudian mengesahkan Undang-undang 

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Dalam undang-undang tersebut 

telah dibuat stratifikasi kejaksaan yang terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan 

Tinggi dan Kejaksaan Negeri.
6
 

 

Intelijen memiliki cara dan teknik tersendiri dalam pengungkapan 

kasus/permasalahan baik untuk kepentingan militer maupun non militer. Memiliki 

tahapan-tahapan yang sering disebut intelligence cyle atau Roda Perputaran 

Intelijen (RPI) adalah proses pengembangan informasi dasar menjadi produk 

intelijen bagi pengguna (user) untuk pengambilan keputusan atau tindakan. 

Tahapan kegiatan tersebut yaitu : 

                                                 
5
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a. Perencanaan dan pengarahan (planning and direction). 

b. Pengumpulan (collection). 

c. Pengolahan (processing). 

d. Penggunaan dan distribusi (distribution).
7
 

 

Sebagai suatu tindak pidana yang tergolong extra ordinary crime atau kejahatan 

luar biasa, korupsi tentu dalam pengungkapannya membutuhkan kejelian dan 

kecerdasan dari aparat penegak hukum, dalam permasalahan disini adalah 

kemampuan dari pihak kejaksaan. Hal ini karena tindak pidana korupsi sangat 

sulit pengungkapan dan pembuktiannya. Jadi tidak jarang sering kita ketahui dan 

kita dengar terdakwa tindak pidana korupsi mendapat sanksi yang ringan atau 

bahkan dibebaskan karena dakwaan dari jaksa tidak terbukti atau mungkin karena 

unsur-unsur pidana atau alat buktinya kurang kuat. 

 

Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa untuk menyatakan suatu peranan tertentu 

dapat dijabarkan sebagai berikut : 

Pelaksanaan fungsi penegakan oleh Intelijen Yustisial Kejaksaan dipengaruhi 

beberapa factor. Mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penegakan 

hukum menurut Soerjono Soekanto, adalah sebagai berikut : 

a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang) 

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang 

menerapkan hukum 

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

                                                 
7
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d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan 

e. Faktor kebudayaan.
8
 

 

Kelima faktor tesebut di atas saling berkaitan erat karena merupakan esensi dari 

penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur daripada efektfitas penegakan 

hukum.  

 

2. Konseptual 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka dibawah ini 

penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam 

memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai 

berikut : 

a. Intelejen adalah organisasi yang mengumpulkan informasi rahasia mengenai 

rencana atau tindakan yang dilakukan oleh pihak musuh atau calon musuh.
9
 

b. Kejaksaan adalah alat kekuasaan dari pemerintah dan dalam segala 

tindakannya ditujukan untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi dan martabat 

serta harkat manusia dan segala hukum.
10

 

c. Penyelidikan yaitu serangkaian kegiatan penyelidik untuk mencari dan 

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna 

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut KUHAP.
11

 

                                                 
8
 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja 

Grafondo Persada, Jakarta . hlm. 5. 
9
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d. Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk 

memberikan suatu keuntungan yang bertentangan dengan kewajiban resmi 

atau kepercayaan orang, dilakukan dengan melawan hukum dan dengan salah 

menggunakan kedudukannya untuk memperoleh sesuatu keuntungan bagi diri 

sendiri atau orang lain, bertentangan dengan kewajiban dan hak-hak orang 

lain.
12

 

 

E. Sistematika Penulisan Hukum 

Adapun sistematika penulisan hukum terbagi dalam 5 (lima) bab yang saling 

berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam penulisan hukum ini adalah 

sebagai berikut : 

I. PENDAHULUAN 

Dalam bab pendahuluan ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian dan sistematika penulisan hukum. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka 

teori meliputi tinjauan umum tentang hukum acara pidana dan tinjauan umum 

tentang tindak pidana korupsi. 

 

III.  METODE PENELITIAN  

Pada bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan 

mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah. 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan 

masalah, yaitu mengenai peranan strategis Intelijen Yustisial Kejaksaan Negeri 

Bandar Lampung dalam rangka penyelidikan mengungkap dugaan tindak pidana 

korupsi. 

 

V. PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisi simpulan yang 

diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari 

simpulan tersebut. 

 


